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NO

MONITORING

EVALUASI

TINDAK LANJUT

3 (tiga) nilai terendah dari Unsur Survei Persepsi Anti
Korupsi (SPAK) Pengadilan Negeri Lubuklinggau Triwulan
Ke-I Periode Januari s.d. Maret 2023

Dari hasil pengolahan data dari Aplikasi SISUPER atas

pelayanan Pengadilan Negeri Lubuklinggau, Survei Persepsi

Anti Korupsi (SPAK) Periode Triwulan Ke-I Tanggal 1 Januari

2023 s.d. 31 Maret 2023 berjumlah 243 orang responden,

jumlah tersebut didapat dari data pada Aplikasi SISUPER di

anjungan area PTSP.

Terdapat 3 nilai terendah dari 10 unsur Persepsi Anti Korupsi

(SPAK) yaitu:

1. Unsur Biaya Tambahan (U5) jumlah 971 dengan nilai
rata-rata 3,996;

2. Unsur Manipulasi Peraturan (U1) jumlah 972 dengan
nilai rata-rata 4,000;

3. Unsur Penyalahgunaan Jabatan (U2) jumlah 972 dengan

nilai rata-rata 4,000.

Rekomendasi atas monev 3 (tiga) nilai

terendah agar segera dilaksanakan perbaikan
Pengadilan  Negeri

terhadap pelayanan

Lubuklinggau

Unsur Biaya Tambahan (U5)

Unsur Biaya Tambahan merupakan unsur nomor 5 dari 10
unsur SPAK dengan pertanyaan sebagai berikut: Apakah di

Pengadilan selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada

Rekomendasi

e Menginformasikan  kepada pengguna
layanan melalui audio, papan informasi

dan website untuk tidak memberikan biaya




biaya tambahan? Dengan pilihan jawaban vyaitu: Tidak

Pernah, Jarang, Sering dan Selalu

Hasil analisis unsur biaya tambahan dari 243 responden yaitu:

Nilai Persepsi 1 (D) dengan jawaban Tidak Pernah
berjumlah 0 orang;

Nilai Persepsi 2 (C) dengan jawaban Jarang berjumlah 0

orang;

Nilai Persepsi 3 (B) dengan jawaban Sering berjumlah 1

orang;

Nilai Persepsi 4 (A) dengan jawaban Selalu berjumlah

242 orang.

tambahan, imbalan dan jasa kepada

petugas PTSP dan pegawai lainnya.

Unsur Manipulasi Peraturan (U1)

Unsur Manipulasi Peraturan merupakan unsur nomor 1 dari

10 unsur SPAK dengan pertanyaan sebagai berikut: Apakah

pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan

ketentuan yang berlaku? Dengan pilihan jawaban yaitu: Tidak

Sesuai Prosedur, Jarang Sesuai Prosedur, Sering Sesuai

Prosedur dan Selalu Sesuai Prosedur.

Hasil analisis unsur Manipulasi Peraturan dari 243 responden

yaitu:

Nilai Persepsi 1 (D) dengan jawaban Tidak Sesuai
Prosedur berjumlah 0 orang;
Nilai Persepsi 2 (C) dengan jawaban larang Sesuai

Prosedur berjumlah 0 orang;

Rekomendasi

e Memberikan pemahaman kepada petugas
layanan mengenai prosedur dan ketentuan
yang berlaku sebagai dasar dan pedoman
dalam memberikan pelayanan kepada
pengguna layanan, baik dalam bentuk
briefing tiap hari dan rapat bulanan
monitoring dan evaluasi PTSP.

e Menginformasikan kepada pengguna
layanan melalui papan informasi mengenai
standar pelayanan pada Pengadilan Negeri

Lubuklinggau.




Nilai Persepsi 3 (B) dengan jawaban Sering Sesuai
Prosedur berjumlah 0 orang;
Nilai Persepsi 4 (A) dengan jawaban Selalu Sesuai

Prosedur berjumlah 243 orang.

Unsur Penyalahgunaan Jabatan (U2)

Unsur Penyalahgunaan Jabatan merupakan unsur nomor 2

dari 10 unsur SPAK dengan pertanyaan sebagai berikut:

Apakah dalam memperoleh layanan Pengadilan secara cepat

dan mudah ada penyalahgunaan jabatan dari petugas untuk

meminta imbalan tertentu? Dengan pilihan jawaban yaitu

Selalu, Sering, Jarang dan tanpa meminta imbalan.

Hasil analisis unsur kompetensi pelaksana dari 243 responden

yaitu:

Nilai Persepsi 1 (D) dengan jawaban petugas melayani
selalu meminta imbalan berjumlah 0 orang;
Nilai Persepsi 2 (C) dengan jawaban petugas melayani
sering meminta imbalan berjumlah 0 orang;
Nilai Persepsi 3 (B) dengan jawaban petugas melayani
jarang meminta imbalan berjumlah 1 orang;
Nilai Persepsi 4 (A) dengan jawaban petugas melayani

tanpa meminta imbalan berjumlah 243 orang.

Rekomendasi

e Melakukan pengoptimalan pengawasan

melalui  CCTV  terhadap lingkungan
Pengadilan Negeri Lubuklinggau untuk
menghindari  penyalahgunaan jabatan
dalam meminta imbalan dari layanan yang
diberikan.

Melaksanakan penandatanganan Pakta
Integritas dan Komitmen Bersama untuk
mewujudkan keseriusan seluruh elemen
Pengadilan Negeri Lubuklinggau dalam
mewujudkan pelayanan publik yang
terbaik, melaksanakan seluruh tugas,
fungsi, tanggung jawab, wewenang dan
peran  sesuai  dengan peraturan
perundang-undangan serta kesanggupan
untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan

nepotisme.




Demikianlah Monitoring dan Evaluasi atas 3 (tiga) Nilai Terendah dari Laporan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) terhadap pelayanan di Pengadilan Negeri Lubuklinggau Triwulan

Ke-I Periode 1 Januari 2023 s.d. 31 Maret 2023.

Lubuklinggau, 11 April 2023

No. Nama Jabatan Tanda Tangan
1 | Lina Safitri Tazili, S.H. Hakim Pengawas Kepaniteraan Hukum (Koordinator SPAK)
2 Dedy Sohaidi, S.H., M.H. Panitera Muda Hukum
3 Iwan Stiawan, S.T., S.H. Panitera Pengganti
4 Efendi Sulistiyo, S.T., S.H. Panitera Pengganti
5 | Ardi Staff Kepaniteraan Hukum
6 Siska Rince Manalu, A.Md. Staff Kepaniteraan Hukum




